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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nyasemoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring 
salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang 
dicintainya beserta sahabat-sahabatnya,sehingga skripsi yang berjudul “ 
ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR” ini, dapat penulis selesaikan dengan 
baik dan tepat waktu. 
 Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan 
persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin. 
 Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari 
segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun 
kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. 
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Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari 
berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data 
sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan 
kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggungjawab selaku 
mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, 
akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 
Di kesempatan ini Penulisan memberikan penghargaan sebesar-
besarnya rasa terimah kasih yang tak henti kepada Ibundatercinta, 
Lasminahdan Ayahanda Turiman yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih 
sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada 
henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika 
ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda. 
Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu 
menyapamu dengan Cinta-Nya. Juga, Keluargaku tercinta kakek dan nenek, 
Om dan tanteku serta adik sepupuku sekaligus motivator hidup, yang banyak 
mengajarkan rasa kepemimpinan dan kedewasaan semoga bias menjadi 
pendidik yang profesional. 
Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis juga menyampaikan rasa 
terima kasih dan penghargaankepada: 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada 
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penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus 
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4. Bapak selakuDr. H. Andi Gau Kadir, MA Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS 
beserta seluruh stafnya. 
5. Dr. Indar Arifinselaku Penasehat Akademik yang telah mendorong dan 
membantu serta mengarahkan penulis untuk hingga penyelesaian 
kuliah penulis. 
6. Dr. H. Andi Gau Kadir, MA selaku Pembimbing I,danDr.Hj.Rabina 
Yunus M.Si selaku Pembimbing II, yang telah mendorong, membantu, 
dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini. 
7. Bapak Kepala BPMPD dan segenap staf dan masyarakat diwilayah 
Kabupaten Polewali Mandar, terima kasih atas segala bantuan yang 
telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian. 
8. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di 
lingkup FISIP UNHAS Universitas Hasauddin. 
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moril dan materi yang selalu diberikan kepada penulis. 
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11. Terkhusus buat teman-teman di Pettarani 2H Nhunu Janwar, Indra 
Kyle, Ari Fly dan Muhammad Ridha Riri. Banyak kisah bersamamu 
kawan yang tak dapat aku lupakan, terima kasih. 
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KESUMA JAYA,  E 121 09 252, Program Administration majoring in Political 
Science Government, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin 
University, writing histhesis with the title: 
"ANALYSIS OF IMPLEMENTATION TASKS AND FUNCTIONS AND 
ADMINISTRATION COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY VILLAGE 
(BPMPD) Polewali Mandar Regency" Under Guidance Dr.H.A. Gau Kadir., MA 
and Dr.Hj.RabinaYunus., M.Si. 
This paper aims to describe how exercising their duties and functions of the 
Agency for Community Empowerment and Governance Village and factors-
factors that affect the implementation process of the basic tasks and functions 
of the Agency for Community Empowerment and Governance Village Polewali 
Mandar. This type of research used in this study is descriptive qualitative survey 
research base. Data collection techniques used observation, namely the 
collection of data by conducting direct observation of the object under study, 
where researchers conducted interviews directly with the informant questioning 
in connection with the problem under study and supported by secondary data. 
As for the population in this study is a component of government activities in the 
field of community development and rural governance in this apparatus in 
BPMPD, village administration, LSM and community leaders in Polewali Mandar 
with sampling using purposive sampling techniques, then the results of these 
data were analyzed qualitatively. From the results of the study were divided into 
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three (3) in the implementation process and the principal task of the Agency for 
Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) Polewali Mandar 
the first phase, the technical policy formulation through strategic planning. The 
second phase, implementation and review programs of activities in support of 
the government administration. The third stage is the implementation of 
guidance, direction and supervision duties empowerment and village 
administration. The factors-factors that affect the implementation of the main 
tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and 
Governance Village (BPMPD) the participation of village communities, LSM, 
community organizations then factors in rural infrastructure, human resource 
factor in BPMPD and village government officials and funding factors. Of all 
stages of the implementation of key tasks and functions BPMPD have done well 
though there are still some activities that have not been optimized 





KESUMA JAYA, Nomor Pokok E121 09 252, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul:  
“ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR” di Bawah Bimbingan Dr.H.A. Gau 
Kadir., MA dan Dr.Hj. RabinaYunus., M.Si. 
Tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana pelakasanaan tugas 
pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
dan faktor–faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten 
Polewali Mandar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti,  wawancara dimana peneliti 
mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan 
masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder. Adapun yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara kegiatan 
pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 
desa dalam hal ini aparatur di BPMPD, kepala desa atau lurah, LSM danTokoh 
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masyarakat diKabupaten Polewali Mandardengan penarikan sampel 
menggunakan teknik purposive sample, kemudian hasil dari data tersebut 
dianalisa secara kualitatif. 
Dari hasil penelitian kemudian dibagi menjadi tiga (3) proses dalam 
implementasi tugas dan pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar yaitu tahap 
pertama, perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis.Tahap 
kedua, pelaksanaan dan mengkaji program-program kegiatan dalam dukungan 
atas penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga yaitu terselenggaranya 
pembinaan, pengarahan dan pengawasan tugas pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintahan desa. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi 
implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa (BPMPD) yaituperan serta masyarakat desa, LSM, 
lembaga organisasi masyarakat perdesaan kemudian faktor sarana dan 
prasarana, faktor SDM di BPMPD dan aparat Pemerintahan Desa dan juga 
faktor dana. Dari semua tahapan dari implementasi tugas pokok dan fungsi 
BPMPD telah terlaksana dengan baik meskipun masih ada beberapa kegiatan 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti 
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam 
organisasi tersendiri. 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, 
diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat 
diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan 
Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi 
daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan 
masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya 
daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.  
Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan 
membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa 
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pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan 
dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan 
dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah “Pemberdayaan”. Tentunya 
implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi 
pembangunan termasuk pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya. 
Pendekatan top-down tidak mengembangkan masyarakat untuk 
mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih 
sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun 
masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang 
lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar 
dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, 
sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas 
mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan 
mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah 
dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang 
mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan 
rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan 
kegiatan yang dilakukan. 
Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era 
globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum 
diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional 
dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. 
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Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek 
pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, 
penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, 
ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan 
masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan 
masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, 
serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki 
potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik 
diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa 
mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat 
dipecahkan (Suriadi, 2005: 56).  
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam kerangka penanggulangan 
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai 
program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan berbagai 
kemajuan, antara lain peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah 
penduduk miskin dan meningkatnya kualitas hidup manusia secara rata-rata. 
Namun demikian, krisis ekonomi yang telah terjadi telah berdampak pada 
merosoknya tingkat kesejahteraan rakyat, diantaranya diperlihatkan oleh 
kembali meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. 
Berdasarkan data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk 
miskin Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 33.977 KK yang pada umumnya 
tinggal di perdesaan serta daerah kumuh perkotaan. 
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Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun, walaupun laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, 
namun secara absolute pertambahan penduduk masih akan meningkat. 
Meningkatnya jumlah kelahiran, secara signifikan akan menambah beban 
keluarga dan tingkat kesejahteraan yang cenderung semakin menurun, 
terutama keluarga miskin. 
Ketidak berdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, 
disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat 
untuk : 
a. Memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan 
dan ketermpilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif 
dalam meningkatkan pendapatannya. 
b. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik 
formal maupun informal. 
c. Berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan 
masyarakat serta pelayanan keseahatan masyarakat yang 
berkualitas. 
Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakaan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Kota. Maka 
Upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah melalui Pemberdayaan 
Masyarakat dan dalam rangka itu berdasarkan Peraturan Daerah Polewali 
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Mandar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang tentang organisasi dan tata kerja 
inspektorat, BAPPEDA, Dan lembaga teknis daerah, dibentuklah Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  Kabupaten Polewali 
Mandar. 
Namun apakah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan 
Desa yang dibentuk tersebut dalam realisasinya sudah dapat 
meengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya terhadap masyarakat .? 
Disinilah Suatu tugas pokok dan fungsi akan terlihat apabila pelaksanaan yang 
dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk 
memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan masyarakat pedesaan, 
mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan 
perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul: “ANALISIS 
IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) DI KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 
masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sbagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. 
Polewali Mandar? 
2. Apa faktor – faktor dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
(BPMPD) Kab. Polewali Mandar? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak 
dicapai  atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui 
sebelumnya. Adapun  yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. 
Polewali Mandar. 
2. Untuk mengetahui faktor – faktor dalam implementasi Tugas 
Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Polewali Mandar. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan studi ilmu pemerintahan dan menambah bahan 
80 
 
bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu 
pemerintahan. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan, saran, ataupun wacana serta dapat dijadikan 
sebagai bahan kajian bagi semua pihak terutama pemerintah 
daerah kabupaten Polewali Mandar khususnya Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 
dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai 
budaya masyarakat setempat. 
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya 
utamanya bagi yang meneliti pada  hal yang sama  dan sesuai 
dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
1.5 Kerangka Konseptual 
Sebagai wujud implementasi dari pasal 128 Undang-Undang No.32 
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 
tahun 2007 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah nomor 9 
Tahun 2009 tentang tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Bappeda, 
Dan lembaga teknis daerah Kabupaten Polewali Mandar.  
Berdasarkan Peraturan tersebut kemudian dibentuklah Badan 
Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang secara mendetail 
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memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkaji 
program-program,  menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan 
daerah dan sarana prasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Dalam pasal 10 ayat 1 pada Peraturan Daerah Polewali Mandar No 9 
tahun 2009 tentang Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa yang 
mempunyai fungsi yaitu ; 
1) Perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
Untuk mengetahui tentang implementasi tugas pokok dan fungsinya 
dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat 
menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). 
Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi 























PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN 
POLEWALI MANDAR 
 
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG TUPOKSI PERANGKAT 
ORGANISASI  INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
 
 
Tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan 
dan mengkaji program -program, 
 menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan 
kebijakan daerah dan sarana prasarana institusi 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Fungsi : 
1) perumusan kebijakan teknis pemerintah 
daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa; 
2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa; 
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa; 
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Bupati. 
 
FAKTOR PENDUKUNG  
1. Peran serta masyarakat 
desa, LSM, lembaga 
organisasi masyarakat 
perdesaan. 
2. Sarana dan Prasarana 
 
FAKTOR PENGHAMBAT 






1.6  Metode Penelitian 
1.6.1  Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar  Provinsi Sulawesi 
Barat. 
 
1.6.2 Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 
2004 : 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang 
diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan 
peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan 
mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji mengenai 
implementasi tugas pokok dan fungsi BPMPD berdasarkan pengamatan atas 
fakta yang terjadi dilapangan 
Dasar penelitian yang dilakukan adalah case study yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau 
proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup 
terkait dengan fokus penelitian dengan sampel yang dianggap refresentatif.  
 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk 
mengumpulkan bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian yang 
dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid 
(sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan 
kenyataan). 
a. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu 
penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang 
telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh 
dengan cara sebagai berikut :  
1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian 
dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang 
berkaitan dengan obyek penelitian. 
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman 
wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud 
tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang 
diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). 
3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik  observasi 
dan teknik wawancara mendalam. 
b. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, 
undang – undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya 
dengan masalah yang diteliti. 
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c. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan 
teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan 
membedakan hanya media tempat pengembilan data atau informasi. 
Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas 
internet.  
 
1.6.4   Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya 
cakupan, keluasaan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa 
informan yang ditunjuk. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85). Teknik 
pengambilan sasaran penelitian ini merupakan metode memilih atau 
menetapkan sasaran penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu tanpa mendasarkan dari resistensi atau keterwakilan dari populasi 
tetapai lebih mengarah pada cakupan, kekhasan dan kedalaman informasi 
yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten 
dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
Informan dari penelitian ini terdiri dari seluruh komponen atau bagian 
yang  terlibat dalam implementasi tugas pokok dan fungsi BPMPD. 
Adapun informan dari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kepala BPMPD 
2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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3. Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan;  
4. Kepala Bagian Keuangan dan Verifikasi.  
5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat  
6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa: 
7. Kepala Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna: 
8. Kepala Desa atau Lurah  
9. Anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
10. Tokoh Masyarakat 
 
1.6.5  Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari dua sumber, yaitu: 
1. Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik 
pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan 
observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian. 
2. Data sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, 
laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya 
yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. 
 
1.6.6  Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 
sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di 
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lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman (1992 
: 20), ada tiga komponen pokok dalam analisis data dengan model interaktif, 
yakni : 
a. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan 
suatu bentuk analisis  yang mempertegas, memperpendek, 
membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian 
rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang 
tersusun untuk memeri peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain 
itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan 
table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, 
penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah 
diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif 
selanjutnya. 
c. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian 
dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar / 




Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam 
sebuah siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal in 
dimaksudkan untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, 
komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai 
hasil pemahaman dan pengertian peneliti. 
 
1.7  Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan 
bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46).  
Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang 
sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana 
suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu 
penelitian. Fokus penelitian ini dioperasionalkan melalui beberapa indikator 
sebagai berikut 
1. Implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yang dimaksud dalam penelitian ini 
dijabarkan dalam Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 
2009  yang dijadikan sebagai indikator  adalah sebagai berikut : 
- Perumusan Kebijakan Teknis Melalui Perencanaan Strategis 
yang dilaksanakan BPMPD Kabupaten Polewali Mandar dalam 
lingkup Pemberdayaan dan pemerintahan desa. 
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- BPMPD dalam melaksanakan dan Mengkaji program – 
program kegiatan sebagai bentuk dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan. 
- BPMPD melaksanakan pembinaan, pengarahan dan 
pengawasan dalam pelaksanaan tugas di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
2. Ada beberapa faktor - faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti dalam 
mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dimana faktor – faktor tersebut di 
kategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.  Dimana 
faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
 
FAKTOR PENDUKUNG 
- Peran serta masyarakat desa, LSM, lembaga organisasi 
masyarakat perdesaan. 
- Sarana dan prasana 
FAKTOR PENGHAMBAT 













Setelah pemaparan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, 
rumusan masaalah, tujuan dan kegunaan serta metode yang digunakan dalam 
penelitian, selanjutnya bab ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan 
teori. 
 
2.1 Konsep tugas pokok dan fungsi  
Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus 
bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 
suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 
menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan 
misi suatu organisasi.  
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang 
dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-
tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan 
kemampuan dan tuntutan masyarakat.  
Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang 
saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-
undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan 






2.1.1 Tugas Pokok 
 Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan 
sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang 
merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu 
demi mencapai suatu tujuan. 
Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam 
moekijat (1998:9), “The Term Task is frequently used to describe one portion or 
element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau 
satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), 
mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve 
a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus 
yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).  
Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan 
spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner 
dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan 
pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”.  
Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), menyatakan bahwa:  “Tugas 
adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. 
Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi 
suatu kegiatan yang lengkap”.  
92 
 
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok 
adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh 
para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang 
lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 
 
2.1.2 Fungsi  
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan 
kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para 
ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie Fungsi merupakan sekelompok 
aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan 
ataupun pertimbangan lainnya.  
Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut 
Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas 
yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang 
pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis 
menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi 
menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai 
suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. 
 Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) 
tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para 
pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut 
sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. 
David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donelly (1993:37) menjelaskan 
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mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok 
dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa :  
“Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu 
berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan 
tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan 
psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan 
bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif 
dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang 
berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan 
hubungan dengan orang lain”. 
 
Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun 
TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung 
terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan 
tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai 
merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang 
dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang 
tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan 
organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis 
pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan 
pekerjaan. 
 
2.2 Pemberdayaan Masyarakat 
Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau 
menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-
kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama 
(Suriadi, 2005: 41). Menurut kodratnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, tetapi 
harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lain yang dalam 
hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut 
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kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling 
berinteraksi.  
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat 
memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan 
esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. 
Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah ”proses 
menjadi”, bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 
tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target 
yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran 
bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu’, prinsip dasarnya adalah 
membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun ”demand”) diberdayakan, 
dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). 
Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan 
(enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu 
atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau 
kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, 
pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, 
namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki 
mereka.  
Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas-pisahkan dengan 
konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Menurut Suriadi (2005: 54-55) Pengertian 
pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut 
pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.  
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Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses 
untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung 
untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan 
menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, 
menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami 
bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, 
diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga 
tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat 
adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam 
peraturan.  
Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya 
untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, 
melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak 
berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap 
media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.  
Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu 
agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan 
struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang 
menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain 
pemberdayaan masyarakt adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural 
secara fundamental, menentang penindasan struktural.  
Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis adalah 
suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih 
ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau 
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pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap 
pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu aksi.  
Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, maka ketidakberdayaan warga 
negara tidak bisa dilihat sebagai suatu ”kodrat” melainkan harus dilihat sebagai hasil 
dari relasi kuasa. Permasalahannya adalah apakah relasi kuasa yang berkembang 
memang memungkinkan suatu proses yang membuat masyarakat yang punya 
kekuatan menjadi tidak punya kekuatan (dalam konteks negara demokrasi), atau 
apakah proses yang ada cenderung tidak menghilangkan kekuatan yang dimiliki 
masyarakat atau sebaliknya ? Selanjutnya, Himawan Pambudi (2003: 54) berpendapat 
bahwa pemberdayaan memiliki makna:  
Pertama, pemberdayaan bermakna kedalam, berarti suatu usaha untuk 
mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan 
akses untuk perbaikan kehidupan mereka. Suatu transformasi kesadaran bermakna 
tindakan untuk mengembangkan pendidikan politik, guna mengembangkan wacana 
alternatif, sehingga dominasi atau hegemoni negara bisa diatasi. Langkah-langkah ini 
dilakukan dengan maksud utama untuk:  
i. Memungkinkan masyarakat secara mandiri (otonom) mengorganisasikan diri 
dan dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi 
sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.  
ii. Memungkinkan ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya dengan 
memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.  
iii. Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika 
pembangunan yang menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat 
bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan 




Kedua, pemberdayaan bermakna keluar sebagai suatu upaya untuk 
menggerakkan perubahan-perubahan kebijakan yang selama ini nyata-nyata 
merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam arti ini bermakna sebagai policy reform 
yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi rakyat. Suatu upaya policy 
reform sudah tentu memiliki dua makna sekaligus. Makna kebelakang, berarti suatu 
bentuk koreksi (mendasar) atas kebijakan lama. Sedangkan makna kedepan adalah 
mendorong suatu proses dan skema baru agar pengambilan kebijakan tidak lagi 
menggunakan skema lama, melainkan menggunakan skema baru yang lebih 
termungkinkan keterlibatan masyarakat.  
Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu 
dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang 
terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, 
orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui 
kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan 
melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber 
lainya dalan rangka mencapai tujuan.  
Himawan S. Pambudi, dkk(2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek 
ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi 
orientasi dari pemberdayaan mayarakat tersebut:  
a) Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. 
Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti 
makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.  
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b) Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas 
menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang 
lain tidak memiliki akses dan termarginal.  
c) Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan 
mereka berkait dengan nasib. Sebagian dari golongan elit 
mensosialisasikan masalah ini secara sistematik, apakah melalui lembaga 
pendidikan, media massa atau media lain. Kemampuan massa rakyat 
untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat 
terbatas. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan 
substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan 
karena belas kasihan).  
d) Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat 
kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang 
menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan 
oleh golongan elit.  
e) Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan 
proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi 
yang ada.  
 
Sardlow (Adi, 2003:54) melihat berbagai pengetian yang ada mengenai 
pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun 
komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk 
membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan 
mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan 
mengandung dua kecendrungan, yaitu: Pertama, kecenderungan primer. Proses 
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pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan 
sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 
menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset 
material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. 
Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong 
dan memotivasi agar idividu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang 
menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.  
Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat 
terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan 
demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 
mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 
keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat 
yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 
seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan 
sebagai sebuah proses. 
 
2.3 Pemerintahan Desa  
Istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang 
harus dilaksanakan didalam kata tersebut tersirat beberapa unsure yang 
menjadi ciri khas dari suatu kata “perintah” yaitu adanya keharusan 
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menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dperintahkan kemudian 
ada yang member dan menerima perintah ada hubungan fungsional antara 
keduanya. 
Istilah dari kata perintah,pemerintah dan pemerintahan memiliki 
pengertian yang berbeda.Perintah adalah perkataan yang bermaksud 
menyeluruh melakukan sesuatu,pemerintah adalah badan atau organisasi yang 
melakukan kekuasaan memerintah dan pemerintahan adalah perbuatan ,cara 
hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. 
Secara ilmiah pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua 
pengertian yaitu pemerintah sebagai alat (organ) negara yang menjalankan 
funsi tugas dan pemerintah sebagai fungsi dari pemerintah istilah pemerintahan 
dalam arti alat dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti sempit dan 
pemerintahan dalam arti yang luas pemerintahan dalam arti sempit adalah 
kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif sedangkan dalam arti luas 
adalah pemerintah berarti semua organ negara dan pemerintah. 
Bayu Suryaningrat (1980;12) mengemukakan defenisi bahwa 
“pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai kewenangan 
tertentu untuk melaksanakan kekuasaan 
Sedangkan Soewarno Handayaningrat (1994:153) mengemukakan 
bahwa : 
“pemerintah adalah badan yang menyelenggarakan tugas-tugas umum 
pemerintahan,pembangunan,pemerintah adalah badan eksekutif dalam 





Pamudji S (1990;23) mengatakan bahwa “pemerintah adalah kekuasaan 
memerintah negara” selanjutnya talidzhidhuhu (1995;76) member defenisi 
terhadap konsep pemerintah sebagai aparat atau badan yang mengeluarkan 
atau memberi perintah. 
Selanjutnya menurut surbakti (1999:168 – 169 ),mengistilahkan 
pemerintahan untuk menunjukkan governance (kepemerintahan) yang 
menyangkut masalah tugas dan kewenangan,sedangkan pemerintah 
(government) merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan 
kewenangan negara. 
Mariun dalam widjaja(2003:80) menyebutkan pengertian kepemerintahan 
dapat ditinjau dari aspek,yaitu dari segi kegiatan (dinamika),structural 
fungsional,dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). 
Apabila ditinjau dari segi dinamika,kepemerintahan adalah segala 
kegiatan atau usaha yang terorganisasikan,bersumber pada kedaulatan dan 
berlandaskan pada dasar negara,mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi 
tercapainya tujuan negara. 
Ditinjau dari segi structural fungsional, kepemerintahan berarti 
seperangkat fungsi negara,yang satu sama lain saling berhubungan secara 
fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi 
tercapainya tujuan negara maka kepemerintahan berarti seluruh tugas dan 
kewenangan negara. 
Berbagai pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah 
adalah badan, lembaga,alat aparat yang melaksanakan atau menjalankan 
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pemerintahan,sedangkan pemerintahan adalah kegiatan atau aktivitas yang 
dijalankan oleh pemerintah,pemerintah dalam arti sempit yang hanya 
mencakup eksekutif saja terbagi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 
Pada tataran pemerintahan yang ada di Desa maka peranan pentingnya 
ada pada kepala Desa dan aparat pelaksanaan yang mebantu pekerjaan 
sehari-hari baik itu urusan administrative maupun persentuhan kepada 
masyarakat kepada Desa merupakan orang yang memimpin dan atau 
mengepalai suatu Desa. 
Pengertian kepala Desa menurut W.J.S Poerwamito(1991:482) 
mendefenisikan bahwa kepala adalah sesuatu yang sifatnya (rupanya,letaknya 
dan sebagainya sebagai kepala,atau orang yang mengepalai (daerah 
kampong,negara dan seterusnya) sedangkan menurut J.S Badudu dan Z.M 
Zain (1994;473) bahwa kepala adalah yang mengepalai,yang 
memimpin,misalnya kepala desa,kepala kantor,dan kepala pasukan  
Jadi kepala Desa adalah orang yang memimpin atau mengepalai sutau 
desa yang merupakan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 











GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data 
yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya 
mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat 
memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi 
kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek 
penelitian.  
3.1  Gambaran Umum Polewali Mandar 
3.1.1  Kondisi Geografis 
Kabupaten Polewali Mandar terletak 195 km’ sebelah Selatan 
Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, atau 250 km’ sebelah Utara 
Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Berada pada posisi 
118o53’58,2” – 119029’35,8” Bujur Timur dan 03o40’00” – 3o32’5,28” 






Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Batas wilayah 
administrasi Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut: 




Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar 2.022,30 km2. 
Secara administratif terdiri dari enam belas kecamatan, yaitu: Kecamatan 
Tubbi Taramanu, Alu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Luyo, 
Campalagian, Mapilli, Matangnga, Tapango, Wonomulyo, Matakali, 
Anreapi, Polewali, Binuang serta Kecamatan Bulo. Dari enam belas 
kecamatan tersebut, Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan 
yang mempunyai wilayah terluas, yaitu sekitar ±356.95 km2, atau sekitar 
17.38% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan Kecamatan Tinambung 
merupakan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil, yakni 










Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Polewali Mandar dirinci per Kecamatan 
Sumber: Bappeda Kab.Polewali Mandar, 2012 
 
3.1.2 Demografi 
Jumlah penduduk merupakan modal yang potensial dan sangat 
menguntungkan bila diimbangi dengan peningkatan kualitas yang baik. 
Namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas justru akan 
menjadi beban dan kendala dalam kegiatan pembangunan. Istilah 
kependudukan (population)  dihubungkan dengan hal-hal yang 
menyangkut perubahan perubahan dalam struktur kependudukan, 
meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk. 
No. Kecamatan Luas (km2 ) Persentase (%) Desa Kelurahan 
1 Tinambung 21.34 1.06 7 1 
2 Balanipa 37.42 1.85 10 1 
3 Limboro 47.55 2.35 10 1 
4 Tubbi Taramanu 356.95 17.65 12 1 
5 Alu 228.30 11.29 7 1 
6 Campalagian 87.84 4.34 17 1 
7 Luyo 156.60 7.74 10 1 
8 Wonomulyo 72.82 3.60 13 1 
9 Mapilli 86.80 4.29 11 1 
10 Tapango 125.81 6.22 13 1 
11 Matakali 57.62 2.85 6 1 
12 Polewali 26.27 1.30 - 9 
13 Binuang 123.34 6.10 9 1 
14 Anreapi 124.62 6.16 4 1 
15 Matangnga 234.92 11.62 6 1 
16 Bulo 234.10 11.58 9 - 








2 (Km ) 
Kepadatan 
Penduduk 
2 (Jiwa/KM ) Tinambung 22 607 21,34 1 059 
Balanipa 24 333 37,42 650 
Limboro 17 202 47,55 362 
Tubbi Taramanu 18 511 356,95 5 
 
2 
Alu 12 136 228,3 53 
Campalagian 52 988 87,84 603 
Luyo 27 039 156,6 173 
Wonomulyo 45 858 72,82 630 
Mapilli 27 574 91,75 301 
Tapango 21 771 125,81 173 
Matakali 21 587 57,62 375 
Polewali 55 556 26,27 2 115 
Binuang 30 901 123,34 251 
Anreapi 9 394 124,62 75 
Matangnga 5 070 234,92 22 







Penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2007 berjumlah 
sekitar 369.761 jiwa. Kemudian pada tahun 2011 jumlah penduduk 
meningkat menjadi 401.272, Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 
per tahun rata-rata 1,43%, jumlah tersebut terdiri dari 195.620 jiwa 
penduduk l ki-laki dan 205.652 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan 
Polewali merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 
terbanyak yaitu 55.556 jiwa (13,84%), sedangkan yang terkecil adalah 
Kecamatan Matangnga yaitu 5.070 jiwa (1,26 %). 
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat 
kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 
2011 kepadatan penduduk tercatat sebanyak 198 jiwa/km², dengan luas 
wilayah Kabupaten Polewali Mandar ± 2022,30 km². Bila memperhatikan 
data penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata 
Kecamatan Polewali merupakan wilayah yang memiliki kepadatan 
tertinggi yaitu 2.115 jiwa/km², kemudian Tinambung 1.059 jiwa/km2 
sedangkan Kecamatan Matangnga merupakan wilayah yang memiliki 




Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 














Sumber: BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2012 
 
3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah 
jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu 
yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir terus mengalami 
peningkatan, sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 menunjukkan 
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 10,55 persen dan 
laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 5,41 persen, 




Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas 
Dasar Harga Konstan Kab. Polewali Mandar Tahun 2007-2011 
Sumber: BPS Kab.Polewali Mandar, 2011 
 
3.1.4 Ketenagakerjaan 
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam 
kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. 
Setiap upaya pembangunan. Selalu diarahkan pada perluasan 
kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat 
langsung dari pembangunan. Salahsatu sasaran utama pembangunan 
adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang 
No Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Pertanian 47.30 47,68 46,16 47.31 50,06 
2 Pertambangan dan 
Penggalian 
0.18 0.30 0.30 0.29 0,30 
3 Industri Pengolahan 2.48 2.84 2.88 2.84 2,12 
4 Listrik, Gas dan Air 
Bersih 
0.51 0.55 0.62 0.68 0,63 
5 angunan 1.39 2,26 2.82 2.67 2,45 
6 Perdagangan, Hotel & 
Restoran 
24.84 23,26 23,02 22.08 21,71 
7 Angkutan & 
Komunikasi 
2.60 1,82 2.95 2.91 1,75 
8 euangan, Persewaan & 
Jasa 
Perusahaan 
4.94 6,24 6,45 6.67 4,94 
9 Jasa-jasa 15.75 14.05 14,80 14.55 16,04 
 PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
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memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja setiap 
tahun.  
Setiap pembicaraan mengenai ketenagakerjaan selalu 
dihubungankan dengan angkatan kerja, dan angkatan kerja pasti tidak 
terlepas dari penduduk, karena angkatan kerja merupakan bagian dari 
penduduk dan tenaga-kerja yang terus-menerus bertambah sejalan 
dengan perkembangan penduduk. Angkatan kerja adalah penduduk 
yang berumur 15 tahun keatas yang melakukan kegiatan bekerja dan 
mencari pekerjaan. Pencapaian angkatan kerja dari tahun ke tahun 
semakin meningkat, demikian pula dengan tingkat kesempatan kerja 
(TKK) kondisi ini berdampak pada tingkat pengangguran, keadaan ini 
dapat kita lihat pada Tabel 2.16 berikut 
Tabel 3.4 Pencapaian Angkatan Kerja 
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 
 
 
      
Sumber: Polewali Mandar dalam Angka, 2012 
 
 
3.1.5 Sosial Masyarakat 
No. Indikator Proyeksi Tahun 2011 
(1) (2) (3) 
1. Angkatan Kerja (%) 65,59 
2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 90.01 





Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di 
Kabupaten Polewali Mandar pada Juli 2010 sebanyak 84,3 ribu orang 
(21,37 %) mengalami kenaikan jumlah orang dibanding Juli 2009 yang 
hanya mencapai 76,58 ribu orang (10,08 %), namun persentase 
penduduk miskin menurun dari 21,37 % menjadi 21,24 % pada priode 
yang sama.  
Tabel 3.5 Persentase Penduduk Miskin di Kab. Polewali 
Mandar Tahun 2007-2011 
Sumber : Polewali Mandar dalam Angka, 2011 
 
Rumah Tangga atau Penduduk miskin adalah seseorang atau 
kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 
pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian 
akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak 
bagi kemanusiaan. Rumah Tangga miskin dirinci per kecamatan dapat 





















Sumber: BPS Kab.Polewali Mandar, 2011 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Proporsi Rumah Tangga 
Miskin pada Tahun 2011 tertinggi berada di Kecamatan Matangnga yaitu 
sebesar 35.62% dan terendah berada di Kecamatan Polewali yaitu 
sebesar 1.73% ini menunjukkan bahwa Kecamatan Matangnga yang 
 
Kecamatan 
Rumah Tangga Fakir Miskin 




























































Anreapi 148 2.47 
 
Matangnga 1188 35.62 






merupakan kecamatan yang boleh dikatakan sebagian besar 
penduduknya hanya mengenal cara bertani dan bercocok tanam untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya, dan wilayah kecamatan ini cukup jauh 
dari perkotaan bahkan ada daerah yang susah diakses oleh kendaraan. 
Sedangkan Kecamatan Polewali Merupakan Ibukota dari Kabupaten 
Polewali Mandar sendiri. Sebagian besar Penduduk di Kecamatan 
Polewali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selebihnya bekerja di 
bidang jasa, Perdagangan, hotel, restaurant dan lain sebagainya untuk 
memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Untuk Kabupaten Polewali 
Mandar Pada Tahun 2011 Proporsi Rumah Tangga Fakir Miskin yaitu 
sebesar 6.79%, ini menunjukkan bahwa Program-program 
penanggulangan Kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah daerah 
sudah boleh dikatakan berhasil. 
 
3.2 Gambaran Umum Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa (BPMPD) Polewali Mandar 
3.2.1  Struktur Organisasi 
Bahwa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang “Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar” dengan Struktur Organisasi 
sebagaimana tersebut dibawah : 
1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 




b. Sekretariat : 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b) Sub bagian Perencanaan dan Verifikasi 
c) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Desa 
b) Sub BIdang Permanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi 
Tepat Guna 
d. Bidang Pembinaan pemerintahan Desa 
a) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa 
b) Sub Bidang pengembangan Lembaga, Pendapatan dan 
kekayaan Desa 
e. Kelompok Jabatan Fungsional 
2) Sekretariat dan Bidang Teknis masing-masing dipimpin oleh seorang 
Sekretaris dan Bidang Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab 




3.2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 
1) Sumber Daya manusia Pegawai 
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Gambaran potensi sumber daya manusia yang meliputi golongan 
ruang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan 
kepegawaian sbb : 
 Potensi menurut golongan ruang kepangkatan :  
Tabel 3.7 


















































No Pendidikan Formal Jumlah (orang) 
1 Strata 2 4 
2 Strata 1 12 
3 S L T A 5 
 Jumlah 21 
 
 Diklat Penjejangan Struktural : 
Tabel 3.9 
No Pendidikan Formal Jumlah (orang) 
1 ADUM/ADUMLA (LATPIM IV) 3 
2 S P A M A (LATPIM III) 1 
 Jumlah 4 
 
 Diklat Teknis Tabel 3.10 
No Diklat Teknis Jumlah (orang) 
1 Kursus bendahara 4 
2 Kursus Komputerisasi 2 
3 Kursus Lain-lain 6 
 Jumlah 12 
 
2) Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi berupa : 
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- Gedung / Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa 
- Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 1 unit 
- Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) untuk Operasional PLKB sejumlah 
20 (dua puluh) unit 
- Komputer PC 5 (lima) unit 
- Komputer Notebook 2 (dua) unit 
- Meja Kerja 26 (dua puluh enam) unit 
- Kursi Kerja 16 (enam belas) unit 
- Kursi Rapat 30 (tiga puluh) unit 
- Alamari 14 (empat belas)unit 
 
3.2.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BPMPD 
1) Badan Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa, adalah 
lembaga teknis pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan 
masyarakat dan Pemerintahan Desa. 
2) Badan Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa, dipimpin 
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Poleali 
Mandar melalui Sekretariat Daerah. 
3) Badan Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 
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pelaksanaan kebijakan daerah yang berifat spesifik dibidang 
Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa. 
4) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pemberdayaan 
masyarakat Dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dalam 
lingkup Pemberdayaan Masyarkat Dan Pemerintahan Desa. 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten; 
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
 
Selanjutnya uraian tugas unit pelaksana pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan desa (BPMPD) 
Kabupaten Barru diuraikan pada Peraturan Bupati No. 26 tahun 2009 
tentang Tugas pokok dan fungsi perangkat organisasi inspektorat, 
BAPPEDA, dan lembaga teknis daerah Kabupaten Polewali Mandar. 
A. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas pokok: merencanakan 
operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 
badan yang meliputi menyelenggarakan penyusunan program dan 





Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan 
anggaran; 
b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi : urusan 
rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan 
masyarakat; 
c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang 
meliputi:  urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, 
tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 
 
Sekretariat terdiri atas: 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  
yang meliputi: melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga 
dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, 
perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal  138, Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai 
fungsi : 
a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan 
protokol serta surat menyurat; 
b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi; 
c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; 
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya. 
 
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;  
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi 
tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan 
tugas  yang meliputi: mengkoordinir penyusunan rencana program 
dan kegiatan, serta pelaporan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal  140, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai 
fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran 
dengan  bidang lain dalam lingkungan badan; 
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b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang anggaran; 
c. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
3) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi. 
Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  
yang meliputi: melaksanakan dan mempersiapkan pengelolaan 
administrasi keuangan dan verifikasi.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal  142, Sub Bagian Keuangan dan verifikasi mempunyai 
fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran; 
e. Pelaksanaan verifikasi anggaran baik anggaran rutin maupun 
kegiatan; 
b. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan 
anggaran baik rutin maupun kegiatan; 
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; 




e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
B. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat  
Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas 
pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi 
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugas badan, khususnya dibidang kelembagaan 
dan pelatihan masyarakat.  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 144, Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan 
pelatihan masyarakat; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang kelembagaan 
dan pelatihan masyarakat; 
c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang kelembagaan 
dan pelatihan masyarakat; 
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan dibidang 
kelembagaan dan pelatihan masyarakat; 




f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 
 
Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat terdiri atas: 
1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; 
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  
bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat, khususnya 
dibidang kelembagaan masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 147, Sub Bidang Kelembagaan masyarakat mempunyai 
fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan; 
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
dibidang kelembagaan masyarakat; 
c. Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan 
dibidang kelembagaan masyarakat; 
d. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya 
serta evaluasi pelaporan pelaksanaanya; 
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat 
fungsional perencanaan di lingkungan sub bidangnya; 
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f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
2) Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pelatihan Masyarakat. 
Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pelatihan Masyarakat 
mempunyai tugas pokok: merencanakan kegiatan, memberi 
petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan 
membuat laporan tugas  bidang kelembagaan dan pelatihan 
masyarakat, khususnya dibidang pendataan potensi dan pelatihan 
masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 149, Sub Bidang Pendataan Potensi dan Pelatihan 
Masyarakat mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pendataan potensi 
dan pelatihan masyarakat; 
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
dibidang pendataan potensi dan pelatihan masyarakat; 
c. Pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan 
dibidang pendataan potensi dan pelatihan masyarakat; 
d. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya 
serta evaluasi pelaporan pelaksanaanya; 
e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat 
fungsional perencanaan di lingkungan sub bidangnya; 
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f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
C. Bidang Pemerintahan Desa 
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok: merencanakan 
operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, 
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas 
badan, khususnya dibidang pemerintahan desa. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 151, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi: 
a. Pembinaan pelayanan administratif yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 
c. Pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 
d. Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 
desa; 
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 
 
Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas: 
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1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa; 
Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  
bidang pemerintahan desa, khususnya dibidang tata 
pemerintahan desa. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 154, Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa mempunyai 
fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan dibidang tata pemerintahan desa; 
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang tata 
pemerintahan desa; 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tata 
pemerintahan desa; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
2) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa. 
Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas 
pokok: merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi 
tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan 
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tugas bidang pemerintahan desa, khususnya dibidang pendapatan 
dan kekayaan desa. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 156, Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa 
mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan dibidang pendapatan dan 
kekayaan desa; 
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang 
pendapatan dan kekayaan desa; 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
pendapatan dan kekayaan desa; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok  dan fungsi. 
 
D. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 
mempunyai tugas pokok: merencanakan operasionalisasi, memberi 
tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan 
melaporkan penyelenggaraan tugas badan, khususnya dibidang 
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 158, Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat 
Guna mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang usaha ekonomi 
masyarakat dan tekhnologi tepat guna; 
b. Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi pembinaan dan 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat 
guna; 
c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembinaan dan 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat 
guna; 
d. Pemantauan, evalusi dan analisis pelaporan dibidang usaha 
ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna ; 
e. Pelaksanaan hubungan kerja pembinaan dan pengembangan 
usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai 
tugas pokok dan fungsi. 
 
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna 
terdiri atas: 
1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; 
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Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas  
bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, 
khususnya dibidang usaha ekonomi masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 161, Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai 
fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan penyelenggaraan dibidang usaha ekonomi 
masyarakat; 
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang usaha 
ekonomi masyarakat; 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang usaha 
ekonomi masyarakat; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
 
2) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna. 
Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok: 
merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, 
membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas 
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bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, 
khususnya dibidang teknologi tepat guna. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 163, Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna; 
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan dan 
pengembangan teknologi tepat guna; 
c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 
pengembangan teknologi tepat guna; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsi. 
 
E. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok: 
melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, 
kebutuhan dan beban kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
atau ketua Kelompok Jabatan Fungsional. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
pasal 165, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Dan pemerintahan Desa 
yang dimaksud dalam penelitian disini adalah bagaimana BPMPD  
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 
spesifik dibidang Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa sesuai 
dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 kemudian diperjelas lagi 
pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan 
Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 yaitu ; 
 Tugas pokok dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Kabupaten Polewali Mandar adalah merencanakan, mengkoordinasikan 
dan mengkaji program-program,  menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan 
kebijakan daerah dan sarana prasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat 
Desa. 
Dalam pasal 10 ayat 1 pada Peraturan Daerah Polewali Mandar No 9 
tahun 2009 tentang Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa yang 
mempunyai fungsi yaitu ; 
5) perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
6) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 
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7) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa; 
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
Dari pemaparan tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa ini, kemudian ditetapkan indikator untuk 
mengukur tingkat keberhasilan BPMPD dalam mengimplementasikan tugas 
pokok dan fungsinya di kabupaten Polewali Mandar yaitu perumusan kebijakan 
teknis melalui perencanaan strategis, kemudian pelaksanaan dan mengkaji 
program-program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam 
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembinaan, 
pengarahan dan pengawasan dalam bidang pemberdayaan dan pemerintahan 
desa. 
 
4.1  Perumusan Kebijakan Teknis Melalui Perencanaan Strategis 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009  tentang organisasi 
dan tata kerja inspektorat, BAPPEDA, Dan lembaga teknis daerah, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten 
Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki 
tugas pokok dan fungsi. 
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Polewali Mandar 
memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan melalui perumusan 
kebijakan teknis. Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan 
beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah maka Pemerintah 
Kabupaten Polewali Mandar wajib menyusun RPJMD Kabupaten Polewali 
Mandar yang menjadi acuan Perangkat Daerah yaitu Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sebagai langkah dalam perumusan kebijakan teknis. 
Menindaklanjuti perubahan struktur organisasi kabupaten Polewali 
Mandar dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang lebih 
dititik beratkan kepada “ Pemerintahan yang baik berdasarkan nilai agama dan 
budaya ” maka terkait dengan hal tersebut diatas Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyusun dasar/pedoman pelaksanaan 
tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan 
Kabupaten  Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan 
Pemerintahan Desa yang harus dipertanggung jawabkan sebagai tolak ukur 
capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis Kelapa Daerah 
dan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah di bidang 
Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. 
Penyusunan Rencana Strategis sebagai langkah dari perumusan 
kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan 
yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan 
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prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di 
lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang 
dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu. Hal ini sebagaimana yang 
dikemukakan oleh kepala BPMPD Polewali Mandar Bapak Andi Parial 
Patajangi, SH mengatakan bahwa : 
“Perumusan kebijakan teknis yang dihasilkan pada akhirnya akan 
menjadi rencana kerja  yang digunakan sebagai alat kendali dan alat 
penilaian kualitas kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran 
serta aktif seluruh aparatur BPMPD Polewali Mandar yang merupakan 
pelaksana kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang.” (wawancara 
tanggal 22 juli 2013)  
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Polewali Mandar bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan 
prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kerangka 
pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 
4.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi Dan Kebijakan 
1. Visi dan Misi BPMPD 
A. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, 
“Terwujudnya Pemberdayaan Msayarakat dan Kapasitas 
Aparat Desa menuju Pembangunan Masyarakat yang 
Mandiri”. 
B. Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
adalah : “mengembangkan kemampuan dan kapasitas 
masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar 
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secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan 
lingkungannya secara mandiri” melalui : 
1)  Pemantapan kelembagaan sera pembangunan partisipasi dan 
kewaspadaan masyarakat. 
2) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga 
termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. 
3) Meningkatkan efektifitas pnyelengaran pemerintahan desa dalam 
proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 
 
2. Tujuan, Sasaran,  Strategi dan Kebijakan  
A. Tujuan 
a. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat 
yang maju dan dinamis; 
b. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan 
keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi 
masyarakat; 
c. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengeloaan 
sumber daya alam yang efektif dan efensien dan didasarkan 
pada pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan 
teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam 
mendukung kegiatan ekonomi produktif; 
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d. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemeritahan desa 
dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan 
publik. 
B. Sasaran 
a. Berperannya lembaga kemasyarakat dan kader 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan 
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan; 
b. Tertatanya kehidupan sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat yang maju dan dinamis; 
c. Tebangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif 
masyarakat yang didukung lembaga sosial sipasi masyarakat 
dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang 
berwawasan pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan 
sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui 
pengunaan teknologi tepat guna; 
d. Terselenggaranya pemerintahan desa dan pengelolaan 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prin 
sip tata pemerintahan yang baik; 
C. Strategi 
Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan upaya-upaya 




a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
permerintahan kelurahan yang demokratis melalui 
pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, 
pengelolaan keuangan desa, system administrasi dan 
kelembagaan desa; 
b. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta 
pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat 
dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui 
pengembangan manajemen pembangunan partisipatif; 
c. Memantapkan system pendataan profil desa sebagai basis 
data dalam penyusunan rencana pembangunan di 
desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah; 
d. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai 
tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan 
bermasyarakat dan usaha-usaha desa; 
e. Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan teknologi 
tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi 
sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 
D. Kebijakan 
Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan kebijakan 
sebagai berikut : 
138 
 
a. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui 
pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolan 
keuangan desa, sistem adminstrasi dan kelembagaan desa; 
b. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta 
pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat 
dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui 
pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. 
c. Memantapkan system pendataan profil desa/kelurahan 
sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan 
di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah. 
 
4.1.2 Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja 
Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat 
desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan 
masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya 
meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan 
desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, 
pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi 
pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, peningkatan usaha 
pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, 
pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.  
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BPMPD Polewali Mandar 
Bapak Andi Parial Patajangi, SH mengatakan bahwa : 
”Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan 
Desa Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian dan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi dimana Proses pelaksanaan kegiatan dan strategi 
pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan harus terlaksana 
secara tersinergi dan berkesinambungan.” (wawancara tanggal 23 juli 
2013) 
Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Alimuddin S.Pd, M.si, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa: 
“Setiap program dan kegiatan yang ada diharapkan bisa memberikan 
dampak positif bagi masyarakat dalam upaya mempercepat 
penanggulangan kemiskinan dan juga bagi aparatur pemerintahan agar 
kinerjanya bisa semakin maksimal.” (wawancara tanggal 24 juli 2012) 
 
Adapun program dan kegiatan Badan pemberdayaan masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa adalah : 
1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 
dan penguatan kelembagaan ekonomi Pedesaan 
a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa 
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor 
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
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e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 
g. Penyediaan Makanan dan Minuman 
h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 
b. Pengadaan Mebelur 
c. Pengadaan Komputer 
d. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 
e. Pengadaan Perlengkapan Kantor 
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor  
4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan 
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
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a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat 
perdesaan 
b. Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna 
c. Fasilitasi Pelaksanaan Gerak Pengentasan Kemiskinan 
d. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
7.  Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 
pedesaan 
a. Pelaksanaan musyawarah masyarakat dalam membangun 
pedesaan 
b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 
 
4.2  Pelaksanaan dan Mengkaji program – program kegiatan BPMPD 
dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan   
Program-program yang ditetapkan dalam rencana stratejik sebagai 
langkah dalam perumusan kebijakan teknis merupakan cara untuk mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang ada 
dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya ada 
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untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya dibawah ini 
diuraikan kegiatan yang telah dilaksanakan. 
Berdasarkan program pada tahun 2012 oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai 
berikut: 
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 
Dalam pelaksanaan program ini menitik beratkan kepada upaya 
peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran seperti : Penyediaan 
jasa Komunikasi, Air dan Listrik, penyediaan alat tulis kantor. 
Pelaksanaan kegiatan ini telah dapat memberikan suatu bentuk 
pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan dengan semakin 
membaiknya administrasi perkantoran telah memberikan dampak positif 
bagi pelaksanaan kinerja lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa Polewali Mandar. Pada tahun 2012 fokus kegiatan 
untuk program ini adalah peningkatan daya listrik baik pada kantor 
maupun pada gedung asrama pelatihan. 
 
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 
Program ini diperuntukkan bagi penyediaan jasa, pengadaan barang 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah berupa pengadaan 
peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, 
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pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan peralatan 
gedung kantor, Penataan Penggunaan Aset Daerah, Pengadaan 
Kendaraan Dinas/Operasional. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Nurjannah S.Sos 
selaku KA.SUBAG Umum Dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa: 
“Sarana dan prasarana aparatur sangat menunjang bagi aparatur di 
lingkup BPMPD karena ini menjadi suatu aspek bagaimana kinerja 
setiap pegawai bisa terlaksana dengan baik dalam menjalankan 




3. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur. 
Program ini memberikan dampak upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia bagi aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Pemerintah an Desa Kabupaten Polewali Mandar. Melalui kegiatan 
berupa Penataan Administrasi Kepegawaian dan Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 
Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Nurjannah S.Sos 
selaku KA.SUBAG Umum Dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa: 
“Memang pengembangan pegawai melalui diklat teknis sangat 
dibutuhkan oleh pegawai dan sangat membantu pegawai dalam 
mengembangkan kinerja organisasi. Diklat teknis dilakukan sesuai 
dengan tugas yang diberikan artinya pegawai diberi diklat sesuai 






4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan. 
Program ini ditujukan untuk peningkatan sistem pelaporan keuangan 
perencanaan program. Hal ini diperlukan guna meningkatkan sistem 
perencanaan program dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program ini 
adalah : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD, penyusunan rencana kerja program dan kegiatan, 
penyusunan laporan keuangan/Penataan Administrasi Keuangan, 
Pemeliharaan Sistem informasi, peningkatan kinerja konsultasi dan 
monev, Study Kerja program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi 
penatausahaan keuangan dan laporan.  
 
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 
Dalam pelaksanaannya program ini berupaya untuk memberikan 
fasilitasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung 
dengan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. 
Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 
program ini yaitu : Fasilitasi Perlombaan desa/Kelurahan, 
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, Koordinasi dan 
Pengendalian Program PNPM Mandiri Perdesaan, Penyebaran Informasi 
PNPM Mandiri Perdesaan, fasilitasi penguatan Kelembagaan dan 
Pemantau Unit Pengaduan Masyarakat, Dukungan Sarana dan 
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Prasarana Perdesaan, Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan RKPDesa 
bagi aparat pemerintah desa dan kelurahan.   
Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Jamar S.Pd selaku Tokoh 
Masyarakat di Polewali Mandar mengatakan bahwa : 
“Kita semua tahu PNPM Mandiri merupakan salah satu mekanisme 
program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri 
dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 
perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Nah, Disini 
masyarakat harusnya bersatu untuk terjun langsung dalam 
pembangunan, baik infrastruktur jalan, kesehatan, maupun 
pendidikan.” (wawancara tanggal 26 juli 2013) 
 
Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Ibu Iin Nurhaeda S.STP  
selaku lurah di kelurahan Lantora yang mengatakan bahwa: 
“Dengan melihat Kondisi sekarang harusnya cepat dilakukan 
penanganan untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat 
kecembutuan sosial karena melalui program PNPM Mandiri 
Perdesaan, pembangunan tersebut semestinya bisa berjalan dengan 
cepat.” (wawancara tanggal 27 juli 2013) 
 
 
6. Program Program peningkatan partisipasi masyarakat 
Program ini bertujuan mendorong partiisipasi masyarakat agar lebih 
banyak  berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam 
pelaksanaannya progtam ini difokuskan pada pendekatan 
pemberdayaan masyarakat.Adapun bentuk pelaksanaan dari program ini 
adalah memberikan aspek penyadaran kepada masyarakat dengan 
melihat aktivitas keterlibatan masyarakat dalam proses-proses 
pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kehadiran dan 
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kontribusi masyarakat dalam aktivitas proses pembangunan di 
perdesaan dan perkotaan.  
Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin Kadada 
selaku anggota LSM Tipalayo di Polewali Mandar mengatakan bahwa : 
“Inilah yang sering menjadi suatu polemik dimana masyarakat 
terkadang apatis terhadap setiap program dan kegiatan terutama 
dalam hal pemberdayaan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan 
merupakan salah satu penyebabnya.” (wawancara tanggal 29 juli 
2013) 
 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : Pelatihan 
Kader Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Keswadayaan Gotong 
Royong Masyarakat dan juga Pelaksanaan musyawarah masyarakat 
dalam membangun pedesaan. 
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7. Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan 
Dalam pelaksanaan program ini menitik beratkan kepada upaya peningkatan 
kegiatan ekonomi produktif masyarakat, dan memberikan fasilitasi kepada 
masyarakat baik dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) 
masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk pemberian pelatihan yang 
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, 
sehingga diharapkan dari pemberian pelatihan akan memberikan dampak pada 
pengembangan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam 
pelaksanaan program ini juga diberikan pemberian bantuan modal usaha bagi 
masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu untuk lebih 
mengembangkan usahanya. Selain itu masyarakat dapat memperoleh akses 
dengan lembaga. Dengan demikian kegiatan yang tertuang dalam pelaksanaan 
program ini memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat.  
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asrul Ambas SP, M,Si selaku 
Kepala bidang usaha ekonomi dan masyarakat dan TTG yang mengatakan 
bahwa: 
“Program ini dilakukan untuk mengenalkan teknologi tepat guna pada 
masyarakat  dan tidak lupa pula koordinasi antara pemerintah daerah 
dengan pengguna teknologi tepat guna harus ditingkatkan dan sebagai ajang 
promosi bagi para innovator kepada masyarakat.” (wawancara tanggal 24 Juli 
2013)   
 
Hal ini dibenarkan oleh Ka. Subid Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu 
Bapak Ramlitang, SE yang mengatakan  bahwa : 
“Teknologi tepat guna (TTG) harusnya menjadi salah satu wahana untuk 
meningkatkan motivasi dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi 
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yang bermanfaat bagi kehidupan, meskipun sebagian warga sudah 
memanfaatkan teknologi tepat guna tapi harus diakui itu semua belum 
berjalan dengan optimal.” (wawancara tanggal 24 juli 2013) 
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah: Pelatihan 
Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Usaha BUMDES, Pengembangan dan 
Dukungan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga Miskin, Fasilitasi dan Pelatihan 
Jenis Usaha Kegiatan BUMDES, Pembangunan Jalan Desa, Dukungan 
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Rintisan jalan desa. 
 
Kinerja Badan Pemnberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, 
misi dan strategi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sasaran dan tujuan dalam 
manajemen  
berbasis kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh BPMPD Kabupaten Polewali 
Mandar dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan kinerja adalah 
merupakan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga kinerja BPMPD 
Kabupaten Polewali Mandar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi 
masyarakat. 
Senada dengan wawancara penulis dengan Kepala BPMPD Polewali Mandar 
Bapak Andi Parial Patajangi, SH yang mengatakan bahwa: 
“Dalam setiap pelaksanaannya pasti ada keberhasilan dan ketidakberhasilan 
yang dicapai, tp itu hal yang lumrah. Yang penting kedepannya bagaimana kita 
harus selalu meningkatkan kinerja untuk hasil yang lebih baik karena ini 




Secara keseluruhan pelaksanaan program dengan melihat indikator sasaran dan 






Tabel 4.1 Sasaran dan target capaian dari pelaksanaan Program dan kegiatan 







Dari tabel tersebut kita dapat melihat bagaimana Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tersebut secara bertahap ingin 
meningkatkan kinerjanya melalui  target sasaran yang secara terus menerus 
ditingkatkan.  
Mengacu pada program yang telah dilaksanakan dan hasil capaiannya  yang 
telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari tugas pokok 
dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) telah 
2009 2010 2011 2012 2013 
1. Terwujudnya lembaga 
kema 
2. syarakatan dan Desa/ 
kelurahan yang 





(Jumlah lembaga yg aktif  : 
jumlah lembaga yang 
dibina) x 100 85% 86% 87% 88% 89% 90% 













(jumlah aparatur desa/kel 
dan masyarakat  dan 
lembaga masyarakat yang 
mampu menerapkan : 
jumlah aparat, masyarakat 
yang dibina) x 100 





Jumlah kader yang 
aktif di tiap 
desa/kel. 
Jumlah kader yang dibina 
per-desa 
5 5 5 5 5 5 
5. Meningkatnya peran 
serta lembaga sosial 
Budaya Masyarakat 
dalam pembangunan  
Indeks kegiatan 
pemberdayaaan 
oleh lembaga sosial 
budaya masyarakat  
jumlah kegiatan 
pemberdayaan oleh 
lembaga sosial budaya n : 
jumlah lembaga sosial 
budaya masyarakat 2008  










(Jumlah lembaga ekonomi 
desa/kel yang mengalami 
peningkatan modal : jumlah 
lembaga ekonomi desa yang 
dibina) x 100 
70% 72% 74% 76% 78% 80% 
7. Menurunnya jumlah 
penduduk miskin 
sebsar 2 % pertahun 
% penduduk  miskin Jumlah penduduk : jumlah 











prasarana dan SDA 
Jumlah kelompok 
masyarakat pemanfaat dan 
pemelihara sarana 
prasarana dan SDA n per-
desa 










(Jumlah TTG yang 
diterapkan oleh masyarakat 
: jumlah TTG yang 
diperkenalkan melalui 
pelatihan, dsb) x 100 
25% 30% 35% 40% 45% 50% 
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berjalan dengan baik sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil 
penelitian ini juga diharapkan agar Tata Pemerintahan Desa serta dinamika masyarakat 
dalam pengelolaan pembangunan dapat mewujudkan sebuah kondisi masyarakat yang 
mengarah pada kemandirian. Kemandirian yang tidak hanya mampu dalam mengolah 
sumber-sumber daya local, tetapi juga menyeangkut insiatif dan peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam berbagai tingkat untuk senantiasa mewujudkan pemberdayaan 
masyakarat sebagai sebuah gerakan yang menyeluruh. 
 
 
4.3 Terselenggaranya Pembinaan, Pengarahan dan Pengawasan Tugas 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
 Dalam melakukan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan 
Pemerintahan Desa ada beberapa hal yang perlu dilakukan BPMPD untuk mampu 
memberdayakan secara penuh setiap elemen sekaligus untuk mampu mencapai tujuan 
bersama. Dari tugas dan fungsi BPMPD dalam pelaksanaan terhadap unit kerja 
kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan 
antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan. 
Untuk melihat secara jelas ketiga indicator ini dapat dilihat pada penjelasan 
dibawah ini: 
 
4.3.1 Pengarahan  
Pengarahan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 
adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh semua aparatur didalam 
ruang lingkup BPMPD dalam kapasitasnya selaku kordinator kegiatan 
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pemberdayaan bagi masyrarakat. Pengarahan yang dimaksud adalah 
bagaimana mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program 
kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan 
sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai. 
Dalam wawancara dengan kepala bidang Kelembagaan dan Pelatihan 
Masyarakat  BPMPD Ibu Hassani, SP, MMA  mengatakan bahwa : 
“Pengarahan disini adalah wujud Fasilitasi yang dilakukan bertujuan utama 
untuk upaya mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Setiap 
Kegiatan yang dilakukan menjadi salah satu bagian dalam proses 
pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi BPMPD sebagai 
fasilitator tidak hanya memberikan kemudahan terhadap berbagai akses 
bantuan saja tetapi secara proaktif melakukan intervensi langsung kepada 
masyarakat.” (wawancara tanggal 25 juli 2013) 
Kemudian wawancara dengan KA.SUBID Kelembagaan Masyarakat 
BPMPD Polman HJ. Badariah, S,Pd mengatakan bahwa: 
”Dalam memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dibutuhkan tenaga yang 
memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Disamping itu, perlu 
dukungan dan sarana pengembangan diri dalam bentuk latihan bagi para 




Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinam-bungan 
masyarakat yang pada awalanya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu 
melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. 
Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana BPMPD mampu melakukan dan 
memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang 
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memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah 
didapatkan masyarakat sebelumnya. 
 
4.3.3 Pengawasan 
Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan 
tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan 
yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan 
pada tempatnya.  
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala bidang Pemerintahan 
desa   Bapak Aging B, S.Sos,  mengatakan bahwa : 
“maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya,  tetapi  
mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. pengawasan 
dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, 
penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak 
sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.” (wawancara 
tanggal 27 juli 2013) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BPMPD Bapak Andi Parial 
Patajangi SH, yang mengatakan bahwa : 
 
“Semua pihak harus  secara bersama-sama untuk memantai keadaan di 
kecamatan, kelurahan dan desa karena banyak pembangunan 
disimpangsiurkan dan terlasana asal jadi.  Hal ini perlu dilakukana 
pengecekan langsung untuk mengetahui setiap pelaksanaan program 
terutama PNPM di desa-desa” (wawancara tanggal 28 juli 2013) 
 
 




Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam 
mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan 
Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada 
beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya 
adalah sebagai berikut :  
FAKTOR PENDUKUNG 
1. Peran serta masyarakat desa, LSM, lembaga organisasi masyarakat 
perdesaan. 
Didalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah  bagaimana 
menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan  yang aktif dan bukan 
penerima pasif. Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat, dengan strategi 
pokok member kekuatan (Power) kepada Masyarakat. 
Masyarakat yang lebih mengenal kebutuhan dan permasalahannya harus 
diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya. 
Merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan Konsep Pembangunan 
dari, oleh dan untuk masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyo winarto,S.Pd,Fis bahwa  
”Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran BPMPD dapat berjalan tidak 
terlepaskan dari dorongan dan partisipasi dari masyarakat desa, LSM, 
lembaga organisasi masyarakat perdesaan. Oleh karena itu semua pihak 




Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Burhanuddin Kadada selaku 
anggota LSM Tipalayo yang menyatakan bahwa: 
”Semua pihak memang harusnya dilibatkan dalam setiap kegiatan yang 
dijalankan dengan mengutamakan transparansi sehingga proses 
pengawasannya dapat berjalan dengan baik. Ini dilakukan untuk 
menunjukkan perubahan pada pemerintahan paling bawah ke arah lebih 
demokratis.”  
Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan 
tersebut harus selalu ditumbuhkan , didorong dan dikembangkan secara 
bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat tersebut adalah 
semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada 
perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama. 
 
2. Sarana dan prasana 
Keberadaan  sarana dan prasarana dalam suatu lembaga teknis daerah 
merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. 
Di ruang lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
(BPMPD) Polewali Mandar sendiri masih kekurangan sarana dan prasarana 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi. Oleh karena itu 
perlu dilakukan upaya untuk memecahkan masalah tersebut yaitu menyusun 
rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan prasarana pada 




1. SDM di BPMPD dan Aparat Pemerintahan Desa 
Sumber daya memegang peranan yang penting dikarenakan apabila dari 
pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan 
kebijaksanaan maka implementasi mungkin berjalan tidak efektif. Sumber daya 
yang dimaksud disini adalah staf yang mempunyai skill memadai untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya, informasi mengenai pelaksanaan, kebijakan atau 
data-data yang akurat dan wewenang serta fasilitas yang diperlukan. 
Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang 
diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menjadi salah 
satu permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan 
masyarakat perdesaan, mengembangkan lembaga ekonomi desa, meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kapasitas 
aparatur pemerintahan desa. 
Dari Hasil wawancara dengan Bapak Andi Parial Pattajangi, SH mengemukakan 
bahwa : 
“Kami mengakui dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang 
kurang memadai  dan  kualitas  Sumber Daya Manusia masih  belum  
maksimal terbukti masih terbatas dan  masih  rendahnya kapasitas 
dan  kualitas  aparatur pemerintah  yang ditunjukkan dengan belum  
maksimalnya tingkat pelayanan yang dirasakan masyarakat.” 
(wawancara tanggal 26 juli 2013) 
 
 
Apabila pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan 
besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat 
keputusan. Begitu juga berlaku sebaliknya apabila terjadi hal yang berlawanan. 
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Dengan demikian kecenderungan-kecenderungan pelaksana biasanya 
menimbulkan pengaruh terhadap kelancaran implementasi, baik yang 
mendukung maupun yang menghambatnya.  
 
2. Dana 
Suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu 
menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga harus diukur dengan sejauh mana 
pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari suatu 
masyarakat untuk mandiri, dalam arti kemauan masyarakat itu untuk 
menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil 
pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang 
berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat. 
Harus disadari bersama bahwa disatu sisi pemerintah, terutama pada 
dewasa ini dihadapkan kepada keterbatasan-keterbatasan kemampuan terutama 
dana untuk dapat memberikan bantuan dan dukungan  secara layak kepada 
desa dan juga masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di desa, karena didalam kenyataannya pemerintah desa juga 
dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk dapat tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Di sisi yang yang lain upaya 
untuk menempatkan desa sebagai subyek dan bukan sebagai obyek 
pembangunan harus diupayakan untuk menghindari terulangnya pengalaman 
buruk masa lalu. 
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BPMPD sendiri sebagai salah satu lembaga teknis daerah Polewali 
Mandar sendiri dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sering dihadapkan pada 
permasalahan dana. Hal ini pun tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan dana 





































Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-
saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
5.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi BPMPD 
Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Dan pemerintahan Desa yang 
dimaksud dalam penelitian disini adalah bagaimana BPMPD  melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berifat spesifik dibidang 
Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa, maka dari itu penelitian 
ini bertujuan memperlihatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPMPD 
dengan menggunakan indikator sebagai berikut : 
- Perumusan Kebijakan Teknis 
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali 
Mandar maka ditetapkanlah Rencana Stratejik sebagai wujud dari 
perumusan kebijakan teknis yang digunakan untuk pedoman bagi aparat 
BPMPD khususnya dan pihak lainnya dalam rangka pencapaian tujuan 
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organisasi sesuai Visi dan Misi serta tujuan, sasaran dan kebijakan 
program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. 
 
- Pelaksanaan dan Mengkaji program – program kegiatan BPMPD dalam 
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan  
BPMPD Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya pencapaian tujuan dan 
sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi 
sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun 
BPMPD kepada hasil-hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan 
pada tahun 2012 dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada 
beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan. Dari 
permasalahan yang dihadapi oleh BPMPD Kabupaten Polewali Mandar 
dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 
desa, maka peningkatan kinerja organisasi yang dilaksanakannya menjadi 
hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 
 
- Terselenggaranya Pembinaan, pengarahan dan evaluasi di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa 
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan BPMPD untuk mampu 
memberdayakan secara penuh setiap elemen sekaligus untuk mampu 
mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi BPMPD terhadap unit 
kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 hal yang 
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ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Ketiga 
hal tersebut sangat   perlu untuk dilakukan untuk menjaga agar setiap 
kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai 
dengan koridor yang telah ditetapkan. 
 
2. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan 
fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam hal 
faktor pendukung yaitu peran serta masyarakat desa, LSM, lembaga 
organisasi masyarakat perdesaan, kemudian faktor penghambatnya yaitu 
sarana dan prasarana, dan juga SDM di BPMPD dan aparat pemerintah desa 
serta dana.  
 
5.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakan beberapa saran 
yaitu : 
1. Untuk dapat lebih melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik perlu 
peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang 
semakin komplek. Upaya yang dapat digunakan melalui pelatihan , seminar 
serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur. 
2. Perlu Melakukan koordinasi dan pengajuan penambahan personil untuk 
penempatan pegawai di BPMPD; 
3.  Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan 
prasarana pada rencana kegiatan anggaran Tahun selanjutnya. 
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4. Perlu merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan 
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